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Abstract      
Kusriyawanto. The effects of provincial government revenue and expenditure on economic 
growth before and after the regional autonomy were investigated. The methodology used is panel 
regression of 28 provinces in Indonesia during 1994-2010.  The empirical evidence showed that 
there is differences in economic growth before and after the regional autonomy were applied. From 
the revenue side, the regional autonomy has negative effect on economic growth. After the regional 
autonomy, the provincial GRDP were decrease by 0.11 percent. However, increased in tax, 
retribution, and non-tax revenue could increasethe GDRP which in turn increase economic growt.  
The empirical evidence also showed that the provincial dependency toward Central Government 
Transfer were decrease. From the expenditure side, the regional autonomy has positive effects on 
economic growth. After the regional autonomy, the provincial GRDP were increase by 0.20 
percent. Expenditure on transportation such as for road etc has positive and significant effects on 
GDRP. While expenditure for education and health have no significant effects on GDRP.   
Keywords: Economic Growth, Fiscal Structure, Regional Autonomy. 
 
Pertumbuhan ekonomi merupakan 
ukuran prestasi dari perkembangan suatu 
perekonomian dari suatu periode ke periode 
berikutnya. Dari satu periode ke periode 
lainnya kemampuan suatu negara untuk 
menghasilkan barang dan jasa akan 
meningkat yang akan dapat dipakai untuk 
mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan 
ekonomi yang dicapai oleh suatu negara 
diukur dari perkembangan produk domestik 
bruto riil yang dicapai oleh suatu negara, 
wilayah atau daerah (Djoyohadikusumo, 
2005: 17).  pembangunan daerah merupakan 
bagian integral dari pembangunan nasional 
yang dilaksanakan berdasarkan prinsip 
otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya 
nasional yang memberikan kesempatan bagi 
peningkatan demokrasi dan kinerja daerah 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat menuju masyarakat yang makmur 
dan sejahtera dan bebas kolusi, korupsi dan 
nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah 
daerah sebagai sub sistem negara 
dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna 
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah 
otonom, pemerintah Provinsi sebagai 
koordinator mempunyai kewenangan dan 
tanggung jawab menyelenggarakan 
kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-
prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat 
dan pertanggungjawaban kepada masyarakat 
Kuncoro Mudrajad, 2009: 43).  Pencapaian 
hasil-hasil pembangunan yang sangat 
dirasakan masyarakat selama ini merupakan 
agregat pembangunan dari 33 
Provinsi/Daerah Tingkat I di seluruh 
Indonesia, dan tidak terlepas dari usaha keras 
bersama-sama antara pemerintah dan 
masyarakat. Namun di sisi lain tidak bisa 
diingkari masih ada berbagai kendala dalam 
memaksimalkan potensi sumber daya dan 
dana oleh penentu kebijakan di tingkat 
provinsi. Perekonomian Indonesia dalam 
beberapa tahun terakhir menunjukkan 
perkembangan yang baik, yang ditandai 
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dengan semakin stabilnya kondisi makro 
ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan masih 
tumbuhnya perekonomian Indonesia pada 
waktu dunia mengalami krisis keuangan 
global pada tahun 2009. Pada tahun tersebut 
pertumbuhan ekonomi dunia mengalami 
kontraksi, namun perekonomian Indonesia 
masih mengalami ekspansi, dengan tumbuh 
sebesar 4,5 persen. Kemudian tahun 2010, 
perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,1 
persen yang merupakan negara dengan 
pertumbuhan ekonomi yang tertinggi setelah 
China dan India. Hal ini tidak terlepas dari 
kebijakan fiskal yang diterapkan oleh 
pemerintah selama ini (Nota Keuangan 
APBN, 2011: 67). 
Di bidang fiskal, defisit keuangan 
pemerintah pada 2010 tercatat sebesar 0,85 
persen dari PDB, lebih rendah dari rencana 
semula yaitu sebesar 2 persen dari PDB. Di 
sisi pendapatan, rasio pajak (tax ratio) 
mencapai 12,7 persen dari PDB, lebih rendah 
dari sasaran, karena tidak tercapainya target 
penerimaan PPh nonmigas dan PPN. 
Meskipun demikian dapat diimbangi dengan 
lebih tingginya Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP), terutama dari sektor migas 
sejalan dengan kenaikkan harga minyak 
dunia. Secara keseluruhan, pendapatan negara 
tercatat 18,0 persen dari PDB, dan realisasi 
belanja tercatat 19,7 persen dari PDB atau 
lebih rendah 4,7 persen dari target semula.   
Kebijakan fiskal berhubungan erat 
dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku 
sektor publik. Kebijakan fiskal dalam hal 
penerimaan pemerintah dianggap sebagai 
suatu cara untuk mengukur mobilisasi sumber 
dana domestik, dengan instrumen utamanya 
perpajakan. Dalam hal pengeluaran, dilihat 
penggunaan dana yang diperoleh,  dengan 
penajaman ditujukan untuk menunjang 
tercapainya sasaran dan tujuan negara. 
Kebijakan fiskal ekspasioner yang dilakukan 
dengan meningkatkan pengeluaran 
pemerintah akan lebih mendorong/ 
merangsang perekonomian, sedangkan 
kebijakan fiskal kontraksioner dengan 
menaikkan penerimaan melalui pajak justru 
akan memperlambat perekonomian (Case and 
Fair, 2004: 213). Dengan kata lain variabel-
variabel fiskal berperan dalam mendorong 
atau memperlambat pertumbuhan ekonomi. 
Kunci dari stabilitas ekonomi makro adalah 
dilaksanakannya kebijakan fiskal yang 
berkesinambungan dan kebijakan moneter 
yang berhati-hati. 
Seperti diketahui sejak diberlakukannya 
UU No.22/1999 yang diperbaharui dengan 
UU No.32 tentang Pemerintah daerah, maka 
sejak Januari 2001, Indonesia memulai babak 
baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana 
Otonomi Daerah dilaksanakan. Dengan 
dilaksanakannya otonomi daerah maka 
hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat 
diserahkan pada daerah, Hal ini menimbulkan 
peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan 
pemerintahan (penyediaan barang publik dan 
pembangunan ekonomi) di tingkat daerah 
yang sangat besar.Namun, kemampuan daerah 
untuk meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan tersebut dapat dikatakan sangat 
terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) masih rendah dalam 
penerimaan APBD. Aspek penerimaan 
pemerintah daerah merupakan salah satu isu 
krusial bagi Indonesia setelah 
diberlakukannya Undang-Undang No. 22 
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
yang kemudian diperbaharui dengan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintah Daerah. Sebelum 
diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, 
pemerintah daerah baik tingkat propinsi 
maupun kabupaten lebih banyak tergantung 
pada pemerintah pusat.Dalam hal ini andil 
subsidi dari pemerintah pusat dalam struktur 
penerimaan pemerintah daerah sangat tinggi, 
jauh melebihi Penerimaan Asli Daerah 
(PAD). Sedangkan dengan diberlakukannya 
otonomi daerah sebagai implikasi dari 
pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan 
masing-masing daerah mampu meningkatkan 
kemandirian keuangannya melalui 
peningkatan peran PAD yang besar dalam 
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struktur penerimaan yang pada gilirannya 
dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
daerah kearah yang lebih baik. 
Sedangkan dari aspek pengeluaran, 
komposisi pengeluaran juga masih menjadi 
masalah. Menurut Baldacci (2003: 28-31) 
pengeluaran pemerintah merupakan hal yang 
penting, peningkatan pengeluaran barang dan 
jasa secara signifikan cenderung akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setelah 
diberlakukannya otonomi daerah pengeluaran 
rutin pemerintah daerah masih memiliki 
kontribusi yang dominan jika dibandingkan 
dengan pengeluaran pembangunan.Dalam 
struktur pengeluaran rutin, peranan belanja 
pegawai masih sangat dominan, sedangkan 
dari struktur pengeluaran pembangunan 
peranan terbesar dari sektor transportasi.Hal 
ini mengindikasikan perubahan komposisi 
pengeluaran pemerintah daerah setelah 
diberlakukannya kebijakan otonomi daerah 
belum terjadi.Kebijakan otonomi daerah yang 
diterapkan ini menyebabkan terjadinya 
perubahan dalam kebijakan pengelolaan 
anggaran daerah.Hal ini juga menyebabkan 
perubahan struktur penerimaan dan 
pengeluaran pemerintah daerah yang pada 
akhirnya mempengaruhi perubahan 
pertumbuhan ekonomi daerah. 
Dari latar belakang diatas, studi ini akan 
meneliti: Berapa besar komposisi penerimaan 
dan pengeluaran pemerintah daerah di 
Indonesia, berapa besar pengaruh komposisi 
penerimaan dan pengeluaran pemerintah 
daerah di Indonesia terhadap pertumbuhan 
ekonomi nasional dan regional, berapa besar 
pengaruh komposisi penerimaan dan 
pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia 
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan 
regional pada kondisi sebelum dan sejak 
diberlakukannya kebijakan pemerintah 
mengenai otonomi daerah,  Faktor-faktor apa 
saja dalampenerimaan dan pengeluaran 
pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi,serta bagaimana 
langkah kebijakan yang harus diambil oleh 
pemerintah daerah dan pemerintah pusat 
terkait dengan komposisi penerimaan dan 
pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia dan mendukung keberhasilan 
Masterplan Percepatan dan Perluasan 





Jenis penelitian tesis ini adalah 
penelitian non-eksperimental dengan 
menggunakan data sekunder untuk 
mengetahui/melihat dampak penerimaan dan 
pengeluaran pemerintah daerah terhadap 
pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah 
otonomi daerah. Disamping itu, untuk 
menganalisis variabel-variabel dalam 
pendapatan dan pengeluaran pemerintah 
daerah yang mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi sebelum dan sesudah otonomi 
daerah.  
Periode penelitian yang digunakan 
adalah 17 tahun yaitu dari tahun 1994 sampai 
dengan tahun 2010, dengan jumlah provinsi 
(cross-section) sebanyak 28 provinsi sehingga 
terdapat sebanyak 448 unit observasi.  
Berkaitan dengan masalah pokok yang akan 
dianalisis, maka dalam penelitian ini 
digunakan dua metode analisis yaitu pertama 
analisis deskriptif dan kedua adalah 
ekonometrik dengan model regresi linier 
berganda untuk data panel.  Analisis 
deskriptif digunakan untuk menganalisis 
angka-angka yang disajikan dalam bentuk 
grafik dan tabel untuk menganalisis 
pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi, 
serta perkembangan komponen penerimaan 
dan pengeluaran pemerintah daerah dan 
pertumbuhan ekonomi. Analisis deskriptif 
kuantitatif ini didukung pula oleh analisis 
deskriptif kualitatif, dimana penggunaan data 
hasil pengukuran sebagai bahan analisis 
kuantitatif, sementara penggunaan data 
referensi yang berasal dari studi literatur yang 
terkait dengan penelitian sebagai analisis 
kualitatif. 
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Model regresi linier berganda data panel 
digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel penerimaan daerah seperti pajak 
daerah, retribusi daerah, laba BUMD, bagi 
hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan Dana 
Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan 
ekonomi daerah, sehingga model regresi 
pertama yang akan dipakai dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
  176655443322110 DXXXXXXY  
Dimana: 
  Y Natural logaritma (ln) PDRB 
1X Natural logaritma Pajak Daerah  
2X Natural logaritma Retribusi Daerah  
3X Natural logaritma Laba BUMD  
4X Natural logaritma Bagi Hasil Pajak  
5X Natural logaritma Bagi Hasil Bukan 
Pajak 
6X Natural logaritma Dana Alokasi Umum 
(DAU)  
1D Variabel dummy, dimana 1 (satu) untuk 
setelah diberlakukannya kebijakan 
otonomi daerah, dan 0 (nol) untuk 
lainnya (sebelum diberlakukannya 
otonomi daerah) 
Model regresi linier berganda data panel 
kedua yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah model untuk mengetahui pengaruh 
variabel pengeluaran pembangunan daerah 
seperti pengeluaran pembangunan untuk 
sektor transportasi, pendidikan, dan kesehatan 
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 
Sehingga model regresi kedua yang akan 
dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
  143322110 DXXXY  
Dimana: 
   Y  Natural logaritma dari PDRB 
1X  Natural logaritma pengeluaran 
pembangunan untuk sektor 
transportasi 
2X  Natural logaritma pengeluaran 
pembangunan untuk sektor pendidikan  
  3X  Natural logaritma pengeluaran 
pembangunan untuk sektor kesehatan  
 1D  Variabel dummy, dimana 1 untuk 
setelah diberlakukannya kebijakan 
otonomi daerah, dan 0 untuk lainnya 
(sebelum diberlakukannya otonomi 
daerah). 
Definisi operasional variabel 
merupakankonsep dan definisi menurut 
peneliti terhadap variabel-variabel yang 
digunakan sebagai kata kunci dalam 
penelitian ini, yang meliputi: 
1. Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) adalah nilai barang akhir yang 
diproduksi di dalam suatu wilayah, 
Produk Domestik Bruto Regional Bruto 
disini merupakan nilai output yang 
diperoleh pada masing-masing provinsi 
dan perkembangan/pertumbuhan PDRB 
menggambarkan pertumbuhan ekonomi. 
Data PDRB yang digunakan dalam model 
adalah PDRB riil atas dasar harga 
konstan 1993 dan dalam rupiah. 
2. Variabel Penerimaan Pemerintah Daerah 
terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, 
laba BUMD, bagi hasil pajak, dan Dana 
Alokasi Umum (DAU).  
3. Pajak Daerah merupakan pajak di daerah 
yang terdiri dari pajak kendaraan 
bermotor, bea balik nama kendaraan 
bermotor, dan pajak lainnya (dalam 
rupiah). 
4. Retribusi Daerah merupakan retribusi di 
daerah seperti retribusi pengujian 
kendaraan bermotor, retribusi perijinan, 
retribusi pasar atau pertokoan dan 
sebagainya (dalam rupiah). 
5. Laba BUMD merupakan laba/keuntungan 
dari perusahaan milik daerah (BUMD) 
dalam rupiah. 
6. Bagi hasil pajak, merupakan bagi hasil 
dari pemerintah pusat terhadap pajak 
bumi dan bangunan, pajak pph 21 dan 
sebagainya (dalam rupiah) 
7. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan 
transfer dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah (dalam rupiah). 
Kusriyawanto,  Pengaruh Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan …………… 115 
 
 
8. Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah 
terdiri dari pengeluaran untuk sektor 
transportasi, sektor pendidikan dan sektor 
kesehatan (dalam rupiah).  
9. Variabel Dummy (D), dimana kode 1 
adalah  sejak diberlakukannya Kebijakan 
Otonomi Daerah (2001-2010) dan 0 
sebelum diberlakukannya Kebijakan 
Otonomi Daerah (1994-2000). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dari hasil analisis deskriptif, 
pertumbuhan ekonomi merupakan 
perkembangan produktivitas dari unit-unit 
ekonomi yang berhasil diciptakan pada tahun 
tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang 
dihitung berdasarkan  data PDB atas dasar 
harga konstan. Penggunaan nilai atas dasar 
harga konstan ini dimaksudkan untuk 
menghindari pengaruh perubahan harga 
sehingga perubahan yang diukur merupakan 
pertumbuhan ekonomi secara riil.   Laju 
pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 
periode 1994-2010 cukup fluktuatif, dari 
sekitar 7-7,6 persen pada tahun 1994-1996 
kemudian menurun menjadi 4,2 persen pada 
tahun 1997. Selanjutnya mengalami 
pertumbuhan negatif yang cukup tinggi pada 
tahun 1998  yaitu -15,0 persen, dan -0,1 
persen pada  1999. Kemudian, pada satu 
dasawarsa terakhir ini perekonomian 
Indonesia tampaknya menunjukkan perbaikan 
dan penguatan struktur, yang ditandai dengan 
tren peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 
4,9  persen di tahun 2000 hingga puncaknya 
di tahun 2007 sebesar 6,3 persen. Ada sedikit 
kontraksi ekonomi pada tahun 2008 
dibandingkan tahun sebelumnya tetapi masih 
berada pada posisi diatas 6 persen yaitu 
tepatnya 6,01  persen. Perekonomian pada 
tahun 2009 juga mengalami pertumbuhan 
yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya 
yaitu sebesar 4,6 persen. Dan ini merupakan 
pertumbuhan terendah sepanjang sembilan 
tahun terakhir. Penguatan ekonomi domestik, 
seperti stabilitas harga, tingkat suku bunga, 
nilai tukar, serta penyaluran stimulus fiskal, 
yang didukung oleh kinerja investasi dan 
pertumbuhan ekspor seiring perbaikan 
ekonomi global telah memicu pencapaian 
kinerja ekonomi Indonesia tahun 2010. 
Akselerasi ekspor dan investasi di dalam 
negeri tersebut mendorong perekonomian 
Indonesia kembali tumbuh ekspansif sebesar 
6,2 persen.  
Dari analisis data terdapat ketimpangan 
PDRB antar provinsi di Indonesia. Provinsi-
provinsi di pulau Jawa merupakan provinsi 
dengan nilai PDRB riil tertinggi di 
Indonesia.PDRB riil DKI Jakarta merupakan 
yang tertinggi di Indonesia, diikuti oleh Jawa 
Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.PDRB 
riil terendah dimiliki oleh Provinsi Maluku. 
Dapatkanpula bahwa nilai PDRB riil 
antar provinsi cukup bervariasi dan dapat 
dikelompokan dalam tiga kelompok. 
Kelompok pertama adalah provinsi yang 
memiliki nilai PDRB rill cukup tinggi 
meninggalkan provinsi lainnya, seperti DKI 
Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa 
Tengah. Kemudian provinsi yang memiliki 
nilai PDRB riil menengah seperti Sumatera 
Utara, Kalimantan Timur, dan Riau. 
Hasil kinerja pembangunan ekonomi di 
Indonesia memberikan hasil yang berbeda-
beda antar daerah.Di mana perbedaan antar 
daerah merupakan suatu konsekuensi yang 
logis dari perbedaan karakteristik alam, 
ekonomi, sosial dan budaya.Sebaran sumber 
daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, 
pertumbuhan pusat perdagangan dan industri 
yang terkonsentrasi di beberapa daerah telah 
menimbulkan adanya kantong-kantong 
pertumbuhan, sehingga ketimpangan PDRB 
antar daerah sangat tinggi (BPS, 2010). 
Kondisi ini pula yang terjadi antar provinsi di 
Indonesia, di mana perbedaan hasil-hasil 
pembangunan ekonomi memperlihatkan 
adanya suatu ketimpangan ekonomi antar 
provinsi yang cukup besar. 
Sementara laju pertumbuhan ekonomi  
provinsi-provinsi di Indonesia selama 1994-
2010 relatif berbeda. Aceh merupakan 
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provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan 
paling rendah selama 1994-2010, yaitu -1,98 
persen. Provinsi yang memiliki rata-rata 
pertumbuhan tertinggi pada periode tersebut 
adalah provinsi Sulawesi Utara dengan rata-
rata pertumbuhan 8,10 persen. Selama periode 
ini rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 
sebesar 3,84 persen. Ada 8 (delapan) provinsi 
yang memiliki rata-rata pertumbuhan lebih 
rendah dari rata-rata pertumbuhan nasional, 
provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatera 
Selatan, Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Timur, 
Kalimantan Timur dan Maluku. Sementara 
provinsi lainnya memiliki rata-rata 
pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata 
pertumbuhan nasional. 
 Dari Analisis Pengaruh Komposisi 
Penerimaan dan Pengeluaranterhadap 
Pertumbuhan Ekonomi sebelum dan sesudah 
Otonomi Daerah, dimana untuk melihat 
bagaimana PDRB sebelum periode otonomi 
daerah dengan sejak diterapkannya otonomi 
daerah dapat dicerminkan melalui nilai 
Dummy yang signifikan. Nilai Dummy yang 
signifikan menunjukkan bahwa telah terjadi 
perbedaan struktural sebelum kebijakan 
otonomi daerah dengan periode sejak 
diberlakukannya kebijakan otonomi daerah.
Tabel 1. 
Pengaruh Variabel Penerimaan Pemerintah Daerah 
 terhadap PDRB Daerah 
Variabel 
Independen 
Variabel Dependen = Ln_PDRB 
Model Penerimaan 
Periode Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah  
(1995-2010) 































a. Angka dalam kurung adalah Prob (t-statistik) pada tingkat Signifikansi 5 persen 
b. Independen variabel : PjkD (Pajak Daerah); Retr (Retribusi); BUMD (Badan Usaha Milik Daerah); BgHPjk (Bagi 











Pengaruh Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah  
terhadap PDRB Daerah 
Variabel 
Independen 
Variabel Dependen = Ln_PDRB 
Model Pengeluaran 
Periode Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah  
(1995-2010) 



























a. Angka dalam kurung adalah Prob (t-statistik) pada tingkat Signifikansi 5 persen 
b. Variabel Independen : Trans (Transportasi); Pddkn (Pendidikan); Kshtn (Kesehatan); D (dummy) 
 
 Untuk model penerimaan, nilai dummy 
signifikan dan bertanda negatif (tabel 1). Hal 
ini menunjukkan bahwa PDRB sejak 
kebijakan otonomi daerah  diterapkan lebih 
rendah sebesar 0.11 persen dari pertumbuhan 
ekonomi daerah sebelum diterapkan kebijakan 
otonomi daerah. Dengan kata lain, kebijakan 
otonomi memberi dampak negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi dari sisi penerimaan. 
  Sementara nilai variabel Dummy yang 
juga signifikan pada model pengeluaran 
menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan 
struktural sebelum kebijakan otonomi daerah 
dengan periode sejak diberlakukannya 
kebijakan otonomi daerah, Namun pada 
model pengeluaran (Tabel 2) tanda variabel 
dummy adalah positif.  Hal ini menunjukkan 
bahwa PDRB sejak kebijakan otonomi daerah  
diterapkan lebih tinggi sebesar 0.20 persen 
dari PDRB sebelum diterapkan kebijakan 
otonomi daerah.  Dengan kata lain, kebijakan 
otonomi daerah memberikan dampak positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi 
pengeluaran.   
 Selanjutnya, dari tinjauan faktor-faktor 
penerimaan dan pengeluaran Pemerintah 
Daerah yang mempengaruhi Pertumbuhan 
Ekonomi, dari tanda dan koefisien regresi 
yang ditunjukkan pada tabel 1, dapat 
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Tabel 3.  Interpretasi Output 
Variabel Model Penerimaan 
Ln_PjkD Setiap 1 persen kenaikan  Pajak Daerah, secara rata-rata, akan 
meningkatkan PDRB sebesar 0,1128 persen 
Ln_Retr Setiap 1 persen kenaikan  Retribusi, secara rata-rata, akan meningkatkan 
PDRB sebesar 0,0135 persen 
Ln_BUMD Setiap 1 persen kenaikan  laba BUMD, secara rata-rata, akan 
meningkatkan PDRB sebesar 0,0003 persen  
Ln_BgHPjk Setiap 1 persen kenaikan  Bagi Hasil Pajak, secara rata-rata, akan 
meningkatkan PDRB sebesar 0,0756 persen  
Ln_BgHBPjk Setiap 1 persen kenaikan  Bagi Hasil Bukan Pajak, secara rata-rata, akan 
menurunkan PDRB sebesar 0,0042 persen  
Ln_DAU Setiap 1 persen kenaikan DAU, secara rata-rata, akan menurunkan 
PDRB sebesar 0,0019 persen  
Dummy Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi daerah 
sebelum dan sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah adalah sebesar 
0,11 persen 
  
Dari hasil interpretasi output di atas, 
maka sesuai dengan teori ekonomi dapat 
dijelaskan sebagai berikut: Variabel 
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan 
bagi hasil pajak bertanda positif (lihat Tabel 
1) atau berhubungan positif dengan PDRB 
dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 
peningkatan penerimaan pajak dapat 
meningkatkan PDRB daerah. Adapun 
peningkatan PDRB merupakan pertumbuhan 
ekonomi daerah. Teori ekonomi makro yang 
telah dijelaskan didepan menyatakan bahwa 
adanya pengenaan pajak akan mengurangi 
pendapatan disposable (pendapatan yang siap 
dibelanjakan) sehingga daya beli menurun 
yang akhirnya berpengaruh terhadap 
berkurangnya konsumsi rumah tangga. 
Sebagai unsur pembentuk pertumbuhan 
ekonomi, berkurangnya konsumsi rumah 
tangga pada akhirnya akan mengurangi 
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 
Sehingga semakin besar tingkat pajak (tax 
rate) akan memberikan efek negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat 
pajak akan membuat pertumbuhan ekonomi 
berjalan lambat. Namun, terdapat hubungan 
positif antara penerimaan pajak (tax revenue) 
dengan pertumbuhan ekonomi (Laffer Curve). 
Peningkatan yang signifikan dari pendapatan 
pajak akan memberikan dampak positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi, karena 
peningkatan penerimaan pajak akan 
mendorong perekonomian dan pembangunan 
ekonomi. Beberapa penelitian terdahulu juga 
menunjukkan bahwa pemerintah atau 
pemerintah daerah mengumpulkan 
penerimaan pajak dan membelanjakannya 
untuk pengeluaran pemerintah yang produktif 
akan memberikan dampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi.  
Untuk penerimaan daerah yang berasal 
transfer pemerintah (dalam hal ini berupa 
Dana Alokasi Umum/DAU), dari hasil output 
juga memperlihatkan hubungan yang negatif 
terhadap PDRB, namun tidak signifikan. Hal 
ini dapat diartikan bahwa ketergantungkan 
pemerintah daerah terhadap transfer dari 
pemerintah pusat tidak signifikan. Demikian 
juga, untuk penerimaan daerah yang berasal 
dari laba BUMD. Walaupun bertanda positif 
namun tidak signifikan.Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pada 
penerimaan Pemerintah Daerah yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 
Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan 
Retribusi Daerah dan Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak.  Sedangkan Untuk faktor yang 
mempengaruhi penerimaan Pemerintah 
Daerah, dari tanda dan koefisien regresi yang 
ditunjukkan pada Tabel 2 di atas dapat 
diinterpretasikan sbb: 




Tabel 3. Interpretasi Output 
Variabel Model Penerimaan 
Ln_PjkD 
Setiap 1 persen kenaikan  Pajak Daerah, secara rata-rata, akan 
meningkatkan PDRB sebesar 0,1128 persen 
Ln_Retr 
Setiap 1 persen kenaikan  Retribusi, secara rata-rata, akan meningkatkan 
PDRB sebesar 0,0135 persen 
Ln_BUMD 
Setiap 1 persen kenaikan  laba BUMD, secara rata-rata, akan 
meningkatkan PDRB sebesar 0,0003 persen  
Ln_BgHPjk 
Setiap 1 persen kenaikan  Bagi Hasil Pajak, secara rata-rata, akan 
meningkatkan PDRB sebesar 0,0756 persen  
Ln_BgHBPjk 
Setiap 1 persen kenaikan  Bagi Hasil Bukan Pajak, secara rata-rata, akan 
menurunkan PDRB sebesar 0,0042 persen  
Ln_DAU 
Setiap 1 persen kenaikan DAU, secara rata-rata, akan menurunkan 
PDRB sebesar 0,0019 persen  
Dummy 
Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi daerah 
sebelum dan sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah adalah sebesar 
0,11 persen 
 
Dari hasil interpretasi output di atas, 
maka sesuai dengan teori ekonomi dapat 
dijelaskan sebagai berikut: Variabel 
pengeluaran pemerintah untuk sektor 
transportasi dan sektor kesehatan bertanda 
positif (lihat Tabel 2) atau berhubungan 
positif dengan PDRB. Hal ini menunjukkan 
bahwa peningkatan pengeluaran untuk sektor 
transportasi dan kesehatan dapat 
meningkatkan PDRB daerah atau 
pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan 
teori ekonomi makro yang telah dijelaskan 
pada sebelumnya dan juga sesuai dengan 
Hukum Wagner yang menyebutkan bahwa 
pertumbuhan pengeluaran pemerintah 
berhubungan positif dengan pertumbuhan 
ekonominya. Namun, variabel pengeluaran 
untuk kesehatan tidak signifikan dalam 
menjelaskan variabel PDRB. Hal ini dapat 
dijelaskan karena pengeluaran untuk sektor 
kesehatan tidak secara langsung akan 
mempengaruhi peningkatan PDRB, karena 
pengaruhnya akan dirasakan beberapa tahun 
kemudian. 
Sementara variabel pengeluaran 
pemerintah untuk sektor pendidikan bertanda 
negatif atau berhubungan negatif dengan 
PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa 
peningkatan pengeluaran untuk sektor 
pendidikan malah dapat menurunkan PDRB 
daerah. Seperti halnya dengan pengeluaran 
untuk sektor kesehatan, hal ini dapat 
dijelaskan bahwa  pengeluaran untuk sektor 
pendidikan tidak secara langsung dan serta 
merta akan mempengaruhi peningkatan 
PDRB, karena pengaruhnya akan dirasakan 
beberapa tahun kemudian sebagai investasi 
manusia jangka panjang (long term human 
capital investment).   
Pada model pengeluaran, hasil output 
mengindikasikan bahwa hanya pengeluaran 
pembangunan daerah untuk sektor 
transportasi yang signifikan berpengaruh 
terhadap peningkatan PDRB daerah. 
Pengeluaran di sektor transportasi dapat 
meningkatkan PDRB daerah sebesar 0.05 
persen. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 
pengeluaran pembangunan untuk sektor 
transportasi efektif dalam  meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi daerah,  artinya bahwa 
faktor pada pengeluaran Pemerintah Daerah 
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
adalah Pengeluaran Transportasi Pemerintah 
Daerah. 
 Implikasi kebijakan bagi Pemerintah 
Daerah dan Pemerintah Pusat.Dari hasil 
analisis menunjukkan bahwa variabel 
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan 
bagi hasil pajak berpengaruh positif  terhadap 
pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah. Hal 
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ini dapat dinyatakan bahwa terdapat 
hubungan positif antara penerimaan pajak 
dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 
yang signifikan dari pendapatan pajak akan 
memberikan dampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan 
penerimaan pajak akan mendorong 
perekonomian dan pembangunan ekonomi.  
Implikasi dari hasil penelitian ini adalah 
pemerintah pusat dan daerah dapat 
meningkatkan pajaknya sampai dengan 
tingkat optimum untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Namun jika melebihi 
tingkat optimum maka akan memberi dampak 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 
(Laffer Curve) 
Untuk pengeluaran pemerintah, variabel 
pengeluaran pemerintah untuk sektor 
transportasi signifikan dan positif dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Pengeluaran transportasi ini sangat terkait 
dengan infrastruktur. Implikasi dari hasil ini 
adalah Pemerintah Pusat dan Daerah 
membuat kebijakan terkait dengan 
pembangunan infrastruktur. Hal ini sudah 
dilakukan, yaitu dengan dibuatnya Masterplan 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun yang 
terpenting adalah implementasi dari MP3EI di 
daerah sesuai dengan Koridor yang 
ditentukan.  
Implikasi kebijakan lain adalah 
walaupun pengeluaran pendidikan dan 
kesehatan tidak signifikan dan bahkan 
pengeluaran pendidikan berhubungan negatif 
dengan pertumbuhan ekonomi.  Namun hal 
ini lebih disebabkan karena  pengeluaran 
untuk sektor kesehatan dan pendidikan tidak 
secara langsung akan mempengaruhi 
peningkatan PDRB, karena pengaruhnya baru 
akan dirasakan beberapa tahun kemudian 
(sekitar 10-20 tahun kemudian). Dengan kata 
lain merupakan long term human capital 




KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis deskriptif dan 
analisis kuantitatif model regresi panel yang 
telah diestimasi pada hasil dan pembahasan , 
maka dalam penelitian ini dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kebijakan otonomi daerah yang 
merupakan implikasi dari pelaksanaan 
desentralisasi fiscal dapat meningkatkan 
kemandirian pemerintah daerah. Hal ini 
dapat dilihat dengan semakin besarnya 
komposisi atau peran Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) melalui peran Pajak Daerah 
dan Retribusi. Persentase rata-rata 
penerimaan pajak daerah lebih rendah pada 
sebelum otonomi dibanding sesudah 
otonomi. Sementara ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap transfer 
pemerintah yang berasal dari Dana Alokasi 
Umum (DAU) menurun. persentase rata-
rata penerimaan DAU sebelum otonomi 
daerah umumnya lebih tinggi daripada 
setelah otonomi. 
2. Dari sisi penerimaan, secara umum 
mengindikasikan bahwa terdapat 
perbedaan peningkatan PDRB daerah 
sebelum dan setelah diterapkannya 
kebijakan otonomi daerah. Berdasarkan 
model penerimaan, otonomi daerah 
terindikasi berpengaruh negatif terhadap 
PDRB.   Model penerimaan menunjukkan 
bahwa PDRB setelah otonomi daerah 
menurun sebesar 0.11 persen dari PDRB 
sebelum otonomi daerah. 
3. Sedangkan dari sisi pengeluaran juga 
mengindikasikan ada perbedaan 
peningkatan PDRB daerah sebelum dan 
setelah diterapkannya kebijakan otonomi 
daerah. Berdasarkan model pengeluaran, 
otonomi daerah terindikasi berpengaruh 
positif terhadap PDRB. Model pengeluaran 
menunjukkan bahwa PDRB setelah 
otonomi daerah meningkat sebesar 0.20 
persen dari PDRB sebelum otonomi 
daerah. 
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4. Faktor-faktor Penerimaan Pemerintah 
Daerah yang mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi, atau dengan kata lain 
meningkatkan PDRB adalah Penerimaan 
Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi 
Daerah dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak. 
Sementara Penerimaan transfer pemerintah 
yang berasal dari Dana Alokasi Umum 
(DAU) tidak signifikan  dalam 
meningkatkan PDRB. 
5. Faktor-faktor Pengeluaran Pemerintah 
Daerah yang memberikan pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi adalah pengeluaran 
pembangunan sektor transportasi. 
Sementara pengeluaran pembangunan 
untuk sektor pendidikan dan kesehatan 
pengaruhnya tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Namun dalam 
jangka panjang dapat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi. 
6. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah 
pemerintah pusat dan daerah dapat 
melakukan kebijakan untuk meningkatkan 
pajak dan retribusi sampai dengan tingkat 
optimum untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi.  
7. Untuk pengeluaran,  mplikasi dari hasil ini 
adalah Pemerintah Pusat dan Daerah 
membuat kebijakan terkait dengan 
pembangunan infrastruktur. Hal ini sudah 
dilakukan, yaitu dengan dibuatnya 
Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI). Namun yang terpenting adalah 
implementasi dari MP3EI di daerah sesuai 
dengan Koridor yang ditentukan.  
8. Implikasi kebijakan lain adalah walaupun 
pengeluaran pendidikan dan kesehatan 
tidak signifikan dan bahkan pengeluaran 
pendidikan berhubungan negatif dengan 
pertumbuhan ekonomi.  Namun hal ini 
lebih disebabkan karena  pengeluaran 
untuk sektor kesehatan dan pendidikan 
tidak secara langsung akan mempengaruhi 
peningkatan PDRB, karena pengaruhnya 
baru akan dirasakan beberapa tahun 
kemudian (sekitar 10-20 tahun kemudian). 
Dengan kata lain merupakan long term 
human capital investment.   
 
Rekomendasi 
Saran dari hasil kesimpulan tersebut di 
atas adalah: 
1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dan 
kekurangan, untuk penelitan di masa 
yang akan datang metodologi yang dapat 
dipakai adalah Regresi Panel Dinamis 
(Dynamic Panel Regression). Kelebihan 
dari metode Regresi Panel Dinamis 
adalah dapat memasukkan variabel masa 
lalu (lag). Sehingga variabel yang pada 
waktu saat ini (current) tidak 
berpengaruh secara signifikan mungkin 
pada variabel lagnya berpengaruh secara 
signifikan, seperti variabel pengeluaran 
untuk kesehatan dan pendidikan.  
2. Dari sisi penerimaan, untuk 
meningkatkan PDRB di era otonomi 
daerah adalah dengan meningkatkan 
penerimaan pajak melalui intensifikasi 
dan ekstenfikasi. Namun harus 
dipertimbangkan pula bahwa pajak yang 
berlebihan (melebihi tingkat optimum) 
dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi 
(Laffer Curve). 
3. Sedangkan dari sisi pengeluaran, untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
daerah, disarankan pemerintah daerah 
lebih meningkatkan pengeluaran 
pembangunannya di sektor  transportasi 
seperti jalan, jembatan dan sebagainya. 
Hal ini juga sesuai dengan program 
MP3EI yang telah dicanangkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
4. Pemerintah daerah diharapkan membuat 
atau menurunkan program MP3EI untuk 
wilayah kabupatennya. Dengan demikian 
dapat diketahui potensi kabupaten pada 
tiap provinsi dan program MP3EI yang 
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